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The process of verification carried out against anyone who argues against a right or events 
and to affirm their rights or to deny the right of another person shall be proved for the right or the 
event. Evidence in a civil case that there are five letters or written evidence, witness evidence, 
conjecture, confession and oath. Fifth kinds of evidence that, in principle, judges in the trial of 
civil cases should give ample opportunity to the litigants is to propose a means of evidence to 
support their arguments and rebuttal lawsuit, therefore, the role of evidence in the trial very 
important role to prove a disputed event. The next steps are the judges examine, assess, consider 
and decide all that in its decision. Problems arise when the Affidavit in use as evidence in the trial. 
The problem of this research is how the strength of evidence affidavit as documentary evidence. 
The purpose of this research is to know, understand, and analyze the strength of evidence affidafit 
as documentary evidence. This research method is a normative legal research. Based on the results 
of the discussions conducted by the authors that the affidavit is a written statement made under 
oath and under the authority of the Notary public that embraces the common law system. 
categorized as documentary evidence or written because the physical form submitted at the 
hearing that the written and still as usual documentary evidence. Affidavit can not stand alone for 
evidence in court, therefore, should be assisted by other evidence such as witness testimony,  the 
evidence conjecture, evidence recognition, and evidence oath.   
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Penguasaan, pemilikan, dan pengoperan pemilikan tanah perlu ada pengakuan dari Negara  
Masyarakat, serta lingkungan  sosial. Selain itu perlu dibuktikan dengan alat bukti yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara atau pemerintahan untuk menghindari adanya 
permasalahan sengketa terkait pertanahan.Proses pembuktian  bertujuan untuk mendapatkan 
kebenaran suatu peristiwa atau sengketa untuk mendapatkan kebenaran yang diajukan pada hakim.  
Alat bukti dalam perkara perdata ada lima yaitualat bukti surat atau tulisan, alat bukti saksi, 
persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kelimamacam alat bukti tersebut, pada asasnya majelis 
hakim dalam sidang perkara perdata harusmemberi kesempatan yang luas kepada para pihak yang 
berperkara untuk mengajukansuatu alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya serta 
bantahannya, oleh karenaitu peranalat bukti dalam persidangan sangat berperan penting untuk  
membuktikan suatu peristiwa yangdisengketakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 
memahami  dan menganalisis  kewenangan  notaris  kewenangan notaris  membuat  akta  affidavit  
sebagai alat bukti dalam sengketahak atas tanah.Metode  penelitianini yaitu penelitianhukum 
normatif. Berdasarkan hasil pembahasan penulis,  bahwa  Akta  affidavit merupakan pernyataan 
tertulis yang dibuat dibawah sumpah ataupun secara notariil yang merupakan kewenangan dari  
notaris. Akta ini sebagai alat bukti suratatau tulisan karena bentuk fisiknya yang diajukan dalam 
persidangan yaitu tertulis serta masih  sebagai alat bukti surat biasa.  Akta  Affidavit  tidak bisa 
berdiri sendiri  untuk  pembuktian di pengadilan,oleh karena itu harus dibantu dengan alat bukti 
lain.  
  
Kata Kunci: Sengketa hak tas tanah, alat bukti, akta affidavit 
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1. Kewenangan Notaris dalam membuat akta affidavit digunakan sebagai 
alat bukti dan pada intinya digunakan sebagai bukti pelengkap untuk 
menerangkan suatu fakta yang berkaitan tentang suatu hal atau suatu 
peristiwa yang terjadi. Notaris dapat menolak untuk membuat akta 
affidavit karena dalam UUJN ataupun dalam Undang-undang 
KUHPerdata tidak menjelaskan/tidak mengatur tentang Notaris 
berwenang membuat akta affidavit, karena pembuatan akta affidavit 
diluar wewenang seorang Pejabat Umum. 
2. Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan argument atau 
alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi 
dasar dalam memutus suatu perkara.permasalahan terkait adanya, Novum 
berupa akta affidavit, dan juga adanya pemulihan hak akibat eksekusi 
karena adanya putusan peninjauan kembali yang membatalkan putusan 
sebelumnya. Kasus pemulihan hak akibat eksekusi karena adanya putusan 
peninjauan kembali jarang ditemukan. 
4.2. Saran 
 
1. Akta affidavit selain dipergunakan untuk kepengurusan keterangan terkait 
kewarganegaaraan, terkait pencairan dana, terkait sengketa Niaga akta 
affidavit jugadipergunakan untuk keterangan terkait pertanahan/sengketa 








tanah.Notaris haruslah tetap memiliki prinsip kehati-hatian dalam 
membuat Akta Affidavit karena akta affidavit bukan sembarang akta 
apabila membuatnya. 
2. Hakim seyogyanya mempertimbangkan alasan-alasanpeninjauan kembali 
yang mendasar yaitu harus sesuai dengan salah satu alasan yang 
ditentukan (Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985) tentang Mahkamah Agung 
dan alasan PK (peninjauan kembali) yang dikemukakan didukung oleh 
fakta atau bukti yang jelas dan sempurna. Sehingga memudahkan untuk 
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